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Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan
karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta telah selesai disusun.

LK]jIP ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan
oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Penyampaian Dokumen
SAKIP, selain itu juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi atas kinerja aparat
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. LKjIP Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta 2021
menggambarkan capaian kinerja tahun 2021 dilengkapi dengan analisis indikator pada
setiap target atau sasaran yang telah ditentukan. Berbagai temuan permasalahan dan
kendala dalam pencapaian target akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan
dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Sangat disadari bahwa LKjlIP ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal
namun jauh dari sempurna oleh karena itu saran yang konstruktif sangat diharapkan
untuk perbaikannya. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan
kepada semua pihak atas upaya dan jerih payahnya yang telah mencurahkan tenaga dan
pikiran sehingga laporan LKjlIP ini dapat diselesaikan.

Demikian laporan ini kami buat semoga dapat bermanfaat dalam peningkatan
efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tahun yang akan datang, sehingga dapat
mendukung kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance and Clean Government.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

engadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah menyusun Rencana Strategis

(Renstra) Tahun 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan

kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai
sebagai acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja dan rencana kinerja setiap
tahun. Visi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengacu pada visi Mahkamah
Agung Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta yang Agung’, dengan empat misi, yaitu: (1) Meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap sistem peradilan; (2) Meningkatkan kualitas aparatur
peradilan; (3) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat
pencari keadilan; (4) Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun
2020. Kedua sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan menerapkan 6
(enam) indikator kinerja dan 6 (enam) target kinerja.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis
tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% Nihil Nihil

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat | 100% 100% 100%
waktu

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya | 93% 59,23% | 63,69%
hukum kasasi

d. Index responden pengadilan tingkat pertama yang | 95% 91,56% | 96,38%
puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi Agama

DKI Jakarta
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

SASARAN STRATEGIS 2

a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim 100% 100% 100%
ke pengadilan pengaju tepat waktu
b. Persentase putusan perkara yang menarik 100% 100% 100%

perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari
setelah putus

Rata-rata Capaian Kinerja Keseluruhan ‘ 93,35%
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk menciptakan good governance yang merupakan syarat bagi setiap
organisasi pemerintah dalam rangka terwujudnya aspirasi masyarakat dan
tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Langkah untuk mewujudkan hal
tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang
diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 1-144/KMA/SK/1/2014
tentang Keterbukaan Informasi dan Pengadilan;

7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021
tanggal 13 Desember 2021 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Dari beberapa peraturan tersebut setiap instansi pemerintah diwajibkan
melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP),
dengan tujuan sebagai acuan penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi
Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan dibawahnya dan sebagai salah
satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

LKjIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada
hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam satu tahun
anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021



menjelaskan perbandingan realisasi pelaksanaan program dengan target yang
telah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama sehingga tingkat kinerja
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat diukur berdasarkan perbandingan
tersebut.

Dengan menerapkan LKjIP tahun 2021 tersebut, Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta membuat beberapa dokumen pendukung dalam rangka
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Reviu Indikator Kinerja
Utama (IKU), Reviu ke 1 Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun (PKT)
2021 dan Rencana Aksi Tahun 2021.

. KEDUDUKAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 dan Keppres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan
Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan
Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung R,
bahwa kedudukan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berada di bawah
pembinaan Mahkamah Agung RI.

. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai pengadilan tingkat
banding dan kawal depan Mahkamah Agung RI, mempunyai tugas pokok dan
fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok
Tugas pokok Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 51
menyebutkan Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang
mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam
tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di
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tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar
pengadilan agama di daerah hukumnya.

2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi
Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili
perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama
dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan
Agama di daerah hukumnya. (vide Pasal 49 dan 51 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan
petunjuk kepada jajaran peradilan agama yang berada di wilayah
hukumnya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan,
maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan dan
kepegawaian (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

c. Fungsi pengawasan, yakni melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris,
Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti di daerah
hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat pengadilan
agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan
seksama dan sewajarnya (vide Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama), dan terhadap pelaksanaan administrasi umum
kesekretariatan (vide Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004);

d. Fungsi nasehat, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan
nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah

hukumnya, apabila diminta. (vide Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang
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Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama);

e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum,
keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung
pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan;

f. Fungsi lainnya:

a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan
sebagainya (vide Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor
KMA/004/SK/11/1992 tentang Susunan dan Tata Kerja
Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama);

b. Pelayanan memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam
penentuan awal bulan pada tahun hijriah (vide Pasal 52A
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama).

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa Susunan Pengadilan Tinggi Agama
terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris. Pasal 10 ayat (2)
menyebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang
Ketua dan seorang Wakil Ketua. Ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi
tersebut di atas dibantu oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan sesuai
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 86 dan Pasal 294.

Tugas dan Fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebagai berikut:

1. Kepaniteraan
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan
pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta
menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Mempunyai fungsi:
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a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis;

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara banding;

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara jinayah;

d. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data
perkara, dan transparansi perkara;

e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan
keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan
perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi
kepaniteraan;

f. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi

Agama.

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh seorang Panitera.
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri dari:
+ Panitera Muda Banding

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi di bidang perkara

banding.

Mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas
perkara banding;

b. Pelaksanaan registrasi perkara banding;

c. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk
diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan
Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama,

d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah
diputus dan diminutasi;

e. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama
beserta berkas perkara bundel A kepada pengadilan pengaju;

f. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai
kekuatan hukum tetap;

g. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
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h. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
I. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

% Panitera Muda Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan

penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data
perkara;

b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;

c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor
Wilayah Kementerian Agama;

d. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

e. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip
perkara;

f. Pelaksanaan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan
berkas perkara;

g. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan
yang berkaitan dengan transparansi perkara;

h. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat;
dan

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

2. Kesekretariatan
Kesekretariatan  Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas
melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi,
keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di
lingkungan Pengadilan Tinggi Agama.
Mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. Pelaksanaan urusan keuangan;
d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana,
e

. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
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f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah
tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan; dan
g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan

di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama.

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh seorang
Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri dari:
% Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
Mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program,
anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta

pengelolaan teknologi informasi.

Mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan
program dan anggaran;

b. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan
pengembangan  pegawai, pengusulan  kenaikan  pangkat,
pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun
serta pengelolaan sasaran kerja pegawai, administrasi jabatan
fungsional, dan pengurusan ASKES/BPJS dan disiplin pegawai,
serta penyusunan laporan kepegawaian;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi
organisasi dan tata laksana;

d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika
dan statistik; dan

e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi,
dan pelaporan.

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas:

» Subbagian Rencana Progam dan Anggaran;

Subbagian Perencanaan Progam dan Anggaran mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan
anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan,
evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

» Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.
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Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi
dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik
pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
% Bagian Umum dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip,

perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan,

pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta

penyusunan laporan.

Mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;

b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana
dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;

c. Pelaksanaan wurusan keamanan, keprotokolan dan hubungan
masyarakat;

d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan
verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan
keuangan; dan

e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan

laporan.

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:

» Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan
penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan
prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan
dan hubungan masyarakat.

» Subbagian Keuangan dan Pelaporan
Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan,
perbendaharaan, akuntasi dan verifikasi, pengelolaan barang milik
negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan,
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serta penyusunan laporan.

% Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Kesekretariatan

Peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional

masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas

bertanggggung jawab kepada Sekretaris.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan

mengkomunikasikan pencapain kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

selama tahun 2021. Realisasi kinerja (performance result) tahun 2021 tersebut

diperbandingkan dengan perjanjian kinerja (performance agreement) tahun

2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi, analisis capaian

kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah

celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Dengan pola pikir tersebut, maka sistematika penyajian LKjIP Pengadilan

Tinggi Agama DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

BAB |

BAB I

BAB llI

BAB IV

Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang,
kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan
sistematika penyajian.

Perencanaan Kinerja, menjelaskan rencana strategis tahun
2020-2024, reviu indikator kinerja utama, rencana kinerja
tahun 2021 dan perjanjian kinerja tahun 2021.

Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang capaian kinerja
organisasi untuk setiap sasaran kinerja organisasi sesuai
hasil pengukuran kinerja yaitu perbandingan antara target
dan realisasi, capaian kinerja, menjelaskan analisis
pencapaian kinerja serta uraian tentang realisasi anggaran
yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta tahun 2021.

Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta tahun 2021 dan menguraikan saran-saran yang
diperlukan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun 2020-
2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan
tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui
penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem
kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas
dan efisiensi dalam mendukung terwujudnya visi Mahkamah Agung dan visi

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta
sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang
disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan
dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai
pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam mencapai visi dan misi serta
tujuan organisasi pada tahun 2020-2024. Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa melakukan

inovasi sesuai kebutuhan agar optimal kinerjanya.

1. Visi
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan
fungsi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
Adapun visi dari Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, adalah:
“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang Agung”
Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang Agung bercirikan:
1. Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan
berkeadilan;

2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan

L

é E Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021




secara proporsional dalam APBN;

3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang
jelas dan terukur;

4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara secara
sederhana, cepat, biaya ringan, tepat waktu dan proporsional;

5. Mengelola sarana dan parasarana dalam rangka mendukung lingkungan
kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelengaraan peradilan;

6. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia yang kompeten
dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang
berintegritas dan profesional,

7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan
jalannya peradilan;

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;

9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas
dan transparansi;
10.Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI

terpadu;

2. Misi
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan,
yaitu:
1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Meningkatkan kualitas aparatur peradilan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari

keadilan;

4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis
a. Tujuan
Tujuan strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan
ditetapkan berpedoman kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta.
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Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan

b. Sasaran
Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu
sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam tahun 2021, sasaran
strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel,

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI
JAKARTA

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang
telah direviu berdasarkan surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Nomor W9-A/3354/0T.01.2/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang
Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama DKI

Jakarta, sebagai berikut:
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

PENANGGUNG

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN JAWAB SUMBER DATA
L
1. Terwujudnya Proses a. Persentase sisa Jumlah sisa perkara yang diselesaikan Panitera Laporan Bulanan
Peradilan yang Pasti, perkara yang - - —— X 100% dan
Transparan dan diselesaikan Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan Laporan Tahunan
Akuntabel

Catatan:

* Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya

e SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan

peradilan
yang diselesaikan Jumlah perkara yang diselesaikan dan
tepat waktu Laporan Tahunan
Catatan:

SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan

c. Persentase perkara Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi X 100% Panitera Laporan Bulanan
yang tidak Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan ? dan
mengajukan upaya Laporan Tahunan

hukum kasasi
Catatan:
Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka

b. Persentase perkara Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 100% Panitera Laporan Bulanan
semakin puas atas putusan pengadilan
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KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG

SUMBER DATA

JAWAB
d. Index responden Index kepuasan pencari keadilan Panitera Laporan Semesteran
pengadilan tingkat dan
pertama yang puas Laporan Tahunan
terhadap layanan Catatan:
Pengadilan Tinggi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Agama DKI Jakarta Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
2. Peningkatan a. Persentase salinan Jumlah salinan putusan perkara yang dikirim Panitera Laporan Bulanan
Efektivitas putusan perkara yang ke Pengadilan pengaju tepat waktu o dan
Pengelolaan dikirim ke pengadilan Jumlah perkara yang diputus % 100% Laporan Tahunan
Penyelesaian Perkara pengaju tepat waktu
Catatan:
SEMA No 01. Tahun 2011 tentan perubahan SEMA No. 02 tentang Penyampaian
Salinan dan Petikan Putusan
b. Persentase putusan Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah Panitera Laporan Bulanan
perkara yang menarik yang di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus % 100% dan
perhatian masyarakat Jumlah putusan perkara ekonomi syariah ° Laporan Tahunan
(ekonomi syariah)
yang dapat diakses
secara online dalam
waktu 1 hari setelah
putus
C. RENCANA KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

TAHUN 2021

Rencana Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

memuat angka target kinerja tahun 2021 untuk seluruh indikator kinerja yang

ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi

komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2021. Selain itu, dokumen

Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang

kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau

lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

a. Persentase sisa perkara
yang diselesaikan

c. Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum Kasasi
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SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Bl Penigkatan Efektivitas a. Persentase salinan putusan 100%
Pengelolaan perkara yang dikirim ke
Penyelesaian Perkara pengadilan pengaju tepat
waktu

D. PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
TAHUN 2021

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah
untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud
nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta,

menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(Ml Terwujudnya Proses a. Persentase sisa perkara yang 100%
Peradilan yang Pasti, diselesaikan

Transparan dan
Akuntabel
c. Persentase perkara yang tidak 93%

mengajukan upaya hukum
Kasasi

Bl Penigkatan Efektivitas a. Persentase salinan putusan 100%
Pengelolaan perkara yang dikirim ke
Penyelesaian Perkara pengadilan pengaju tepat
waktu
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NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Kegiatan Anggaran

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Rp. 30.526.821.000
Keuangan Badan Urusan Administrasi

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Rp. 35.400.000
Lingkungan Mahkamah Agung

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 151.974.000
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rumusan perencanaan
strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.
Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang
telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan
reward atau punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat
manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara target
pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya,
sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.
Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun 2021 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing
indikator kinerja sasaran dan membandingkan capaian kinerja Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta tahun 2021 dengan capaian tahun 2020 dan tahun
sebelumnya. Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun
2021 perincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat

pada tabel berikut:
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Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI | CAPAIAN

. Persentase perkara 100% 100% 100%
yang diselesaikan tepat
waktu

d. Index responden 95% 91,56% 96,38%
pengadilan tingkat
pertama yang puas
terhadap layanan
Pengadilan Tinggi
Agam DKI Jakarta

Terwujudnya
Proses Peradilan
yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

Penigkatan

Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

b. Persentase putusan 100% 100% 100%
perkara yang menarik
perhatian masyarakat
(ekonomi syariah) yang
dapat diakses secara
online dalam waktu 1
hari setelah putus
Realisasi
Capaian : ——— X 100%
Target

Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun 2021
mengacu pada indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel di atas,
untuk mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan, Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta melakukan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja

secara berkala sesuai dengan Tabel 3.2.
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Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Per Triwulan Tahun 2021

REALISASI TRIWULAN
TRIWULAN I TRIWULAN I

Capaian Capaian
(%) (%)
0,00 0 0,00 0

SASARAN INDIKATOR Target TRIWULAN |
STRATEGIS KINERJA (%)

TRIWULAN IV
Capaian
(%)
0,00

I Capaian N
Input Realisasi %) Input Realisasi

0,00 0

Input Realisasi Input Realisasi

Terwujudnya Proses . Persentase sisa 0
Peradilan yang perkara yang (0,00%)
Pasti, Transparan diselesaikan
dan Akuntabel b. Persentase 100 81 81 100,00 61 61 100,00 35 35 100,00 56 56 100,00
perkara yang (100,00%) (100,00%) (100,00%) (100,00%)
diselesaikan tepat
waktu

c. Persentase 93 0 0
perkara yang tidak (0,00%)
mengajukan upaya
hukum kasasi

d. Index responden 95 0 0 0,00 | 91,59 91,59 96,41 0 0 0,00 | 91,52 91,52 96,34
pengadilan tingkat (0,00%) (91,59 %) (0,00%) (91,52%)
pertama yang puas
terhadap layanan
Pengadilan Tinggi
Agama DKI
Jakarta

Penigkatan a. Persentase salinan 100 81 81 100,00 61 61 100,00 35 35 100,00 56 56 100,00

Efektivitas putusan perkara (100,00%) (100,00%) (100,00%) (100,00%)

Pengelolaan yang dikirim ke

Penyelesaian pengadilan

Perkara pengaju tepat
waktu

b. Persentase 100 1 1 100,00 0 0 0,00 1 1 100,00 8 8 100,00
putusan perkara (100,00%) (0,00%) (100,00%) (100,00%)
yang menarik
perhatian
masyarakat
(ekonomi syariah)
yang dapat diakses
secara online
dalam waktu 1 hari
setelah putus

0 0 0
(0,00%) (0,00%) (0,00%)

0,00 0 0,00 0 0,00 233 138 63,69

0 0
(0,00%) (0,00%) (59,23%)
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Pada akhir tahun 2021 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah
melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun
hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai
berikut:

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap

sasaran strategis:

/\v/\

SASARAN

SASARAN

1 TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, 1
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti,

transparan dan akuntabel mempunyai 4 (empat) indikator kinerja yaitu:
persentase sisa perkara yang diselesaikan, persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum kasasi, dan index responden pengadilan tingkat pertama yang puas
terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Capaian sasaran
terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada
tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.3. Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel
CAPAIAN TAHUN

INDIKATOR KINERJA

b. Perksentase perkara yang diselesaikan tepat 104% 100% 98,17% 98,70% 100%
waktu

d. Index responden pengadilan tingkat pertama 5 o o 0 )
yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi 107,14% | 101,11% | 105,24% | 95,01% 96,38%
Agama DKI Jakarta

Capaian Sasaran Strategis 1 103,93% 99,31% 99,06% 94,72% 86,69%
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Grafik 3.1. Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel

103.93%

99

90.00%

85.00%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai
berikut:

Indikator 1

Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Persentase sisa perkara yang diselesaikan yaitu perbandingan antara jumlah
sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus

diselesaikan. Sisa perkara adalah sisa perkara tahun sebelumnya.

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2021 ditargetkan 100% namun
realisasi dan capaiannya tidak dapat diukur karena pada tahun 2020 tidak ada
sisa perkara. Tidak adanya sisa perkara dikarenakan perkara tingkat banding
ditargetkan selesai seluruhnya sehingga tidak ada sisa perkara ditahun
berikutnya atau zero. Hal ini merupakan komitmen aparatur Pengadilan Tinggi

Agama DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

pencari keadilan

Tabel 3.4. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan
Jumlah sisa perkara
Tahun yang harus

diselesaikan

Jumlah sisa perkara

yang diselesaikan Target REEUREY] Capaian

Nihil
(tidak ada
sisa
erkara

Nihil
(tidak dapat
diukur)
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Nihil Nihil
2019 0 0 1000 | (198K 392 gk dapar
diukur)
ierkarai
2017 7 7 100% 100% 100%

Grafik 3.2. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Capaian

Berdasarkan data di atas capaian tahun 2021 dan 2019 tidak dapat diukur
karena tidak ada sisa perkara. Sedangkan capaian tahun 2020, 2018 dan
2017 sebesar 100%. Hal ini menunjukan bahwa sistem kerja di Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta telah berjalan dengan baik sesuai dengan program

kerja yang telah ditetapkan.

Indikator 2
Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat

Waktu

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan
jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang
diselesaikan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang

diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan.
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Tabel 3.5. Rincian Penerimaan Perkara Tahun 2021

Penerimaan

Jenis Perkara

Jumlah
1. | Cerai Talak 57 Perkara

3. | Harta Bersama 22 Perkara

5. | Pengesahan Anak (Asal usul Anak) 1 Perkara

7. | Ekonomi Syariah 10 Perkara

9. | Pembatalan Perkawinan 2 Perkara

11. | Hibah 2 Perkara

Jumlah 234 Perkara

Tabel 3.6. Keadaan Perkara Tahun 2021

0 Bula . Dite 3 DIP a A
1. | Januari 0 17 8 9
2 Febrai |9 | w | om0 |
3. | Maret 14 39 41 12
a2 [ e [ 0
5. | Mei 10 16 18 8
o | s | s | s |7
7. | Juli 7 13 13 7
elaguews [ 7 | e [ 9 |4
9. | September 4 17 13 8
11. | November 6 18 17 7




Tabel 3.7. Data Penyelesaian Perkara tahun 2021
Jumlah perkara yang Jumlah perkara yang Target Realisasi Capaian

diselesaikan diselesaikan tepat waktu (%) (%) ()

| 233 | 233 | 100 | 100% | 100% |

Pada tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak memiliki sisa
perkara dan pada tahun 2021 menerima perkara sebanyak 234 perkara, putus
sebanyak 233 perkara dan yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai
ketentuan SEMA Nomor 2 tahun 2014 vyaitu paling lama 3 (tiga bulan)
sebanyak 233 perkara atau sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar
100%.

Dengan demikian target persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

yang ditetapkan dalam Renstra yaitu 100% dapat tercapai, hal ini disebabkan

karena:

1. Adanya standar operasional prosedur (SOP) jangka waktu penyelesaian
perkara maksimal 14 hari untuk perkara perceraian, dan untuk perkara
lainnya maksimal 28 hari.

2. Majelis Hakim dapat membaca dokumen banding dari soft copy melalui
bank data perkara yang dapat diakses oleh masing-masing majelis hakim.

3. Adanya kewajiban bahwa putusan harus sudah selesai diketik lengkap
sebelum sidang pembacaan putusan.

4. Adanya penilaian kinerja pada aplikasi SIPP tingkat banding.

Tabel 3.8. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun Target Realisasi Capaian

2021 100% 100% 100%

2019 100% 98,17% 98,17%
2017 96% 100% 104%

L
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Grafik 3.3. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Capaian

Berdasarkan data di atas capaian tahun 2021 mengalami peningkatan jika
dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini menunjukan bahwa sistem kerja di
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah berjalan dengan baik sesuai

dengan program kerja yang telah ditetapkan.

Indikator 3
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan

Upaya Hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah
perbandingan jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi

dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.

Tabel 3.9. Perkara yang Putus Tahun 2021 yang Diajukan Kasasi
Nomor Register Tanggal Register

02-07-2021

5. | 11/Pdt.G/2021/PTA.JK 651K/AG/2021 23-08-2021

= 24
)

R
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\[o} ‘ Nomor Perkara Nomor Register Tanggal Register
- 1 |

14/Pdt.G/2021/PTA.JK 650K/AG/2021 18-08-2021

9. | 18/Pdt.G/2021/PTA.JK 25K/AG/2022 05-01-2022-

11. | 27/Pdt.G/2021/PTA.JK 540K/AG/2021 02-07-2021

13. | 33/Pdt.G/2021/PTA.JK 858K/AG/2021 28-10-2021

‘

15. | 36/Pdt.G/2021/PTA.JK 615K/AG/2021 04-08-2021

17.| 39/Pdt.G/2021/PTA.JK 775K/AG/2021 -

19. | 42/Pdt.G/2021/PTA.JK 571K/AG/2021 15-07-2021

21.| 47/Pdt.G/2021/PTA.JK 782 KIAG/2021 01-10-2021

23.| 52/Pdt.G/2021/PTA.JK 788 KIAG/2021 01-10-2021

25. | 62/Pdt.G/2021/PTA.JK 26 K/AG/2022 05-01-2022

27. | 64/Pdt.G/2021/PTA.JK 896K/AG/2021 15-11-2021

29. | 66/Pdt.G/2021/PTA.JK 779 KIAG/2021 22-09-2021
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Nomor Perkara Nomor Register Tanggal Register

31. | 71/Pdt.G/2021/PTA.JK 697K/AG/2021 02-09-2021

33. | 74/Pdt.G/2021/PTA.JK 56 K/AG/2022 10-01-2022

35. | 77/Pdt.G/2021/PTA.JK 784 KIAG/2021 01-10-2021

‘

37.| 80/Pdt.G/2021/PTA.JK - -

39. | 83/Pdt.G/2021/PTA.JK 21 K/IAG/2022 05-01-2022

41.| 86/Pdt.G/2021/PTA.JK 899K/AG/2021 15-11-2021

‘

43. | 94/Pdt.G/2021/PTA.JK 880 K/AG/2021 11-11-2021

45. | 102/Pdt.G/2021/PTA.JK - -

47.| 108/Pdt.G/2021/PTA.JK 959K/AG/2021 28-11-2021

49. | 110/Pdt.G/2021/PTA.JK 85 K/IAG/2022 13-01-2022

51. | 112/Pdt.G/2021/PTA.JK 55 K/AG/2022 10-01-2022

53. | 115/Pdt.G/2021/PTA.JK 935K/AG/2021 23-11-2021

55. | 119/Pdt.G/2021/PTA.JK - -




\[o} ‘ Nomor Perkara Nomor Register Tanggal Register
- 1 |

126/Pdt.G/2021/PTA.JK 74 KIAG/2022 12-01-2022

59. | 128/Pdt.G/2021/PTA.JK 02 K/AG/2022 03-0102022

61. | 131/Pdt.G/2021/PTA.JK 44 KIAG/2022 07-01-2022

63. | 140/Pdt.G/2021/PTA.JK - -

‘

65. | 148/Pdt.G/2021/PTA.JK - -

67. | 150/Pdt.G/2021/PTA.JK - -

69. | 160/Pdt.G/2021/PTA.JK - -

71. | 164/Pdt.G/2021/PTA.JK - -

73. | 166/Pdt.G/2021/PTA.JK - -

75. | 170/Pdt.G/2021/PTA.JK - -

77. | 172/Pdt.G/2021/PTA.JK - -

79. | 176/Pdt.G/2021/PTA.JK - -

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021



Nomor Perkara

Nomor Register

Tanggal Register

81.

179/Pdt.G/2021/PTA.JK

83.

85.

89.

91.

93.

182/Pdt.G/2021/PTA.JK

186/Pdt.G/2021/PTA.JK

191/Pdt.G/2021/PTA.JK

197/Pdt.G/2021/PTA.JK

199/Pdt.G/2021/PTA.JK

87.

195/Pdt.G/2021/PTA.JK

95.

205/Pdt.G/2021/PTA.JK

Jumlah perkara yang diputus Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tahun
2021 sebanyak 233 perkara, perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi
sebanyak 95 perkara sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
kasasi sebanyak 138 perkara atau sebesar 59,23%, dengan tingkat capaian
sebesar 63,69,%. Dengan demikian target persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi yang ditetapkan dalam Renstra yaitu 93%
tidak dapat tercapai.

Tidak tercapainya indikator ini dikarenakan:

1. Meningkatnya jumlah para pihak yang merasa tidak puas atas putusan

tingkat banding yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan.
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2. Adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang proses peradilan
yaitu adanya hak untuk mengajukan upaya hukum apabila ada rasa tidak
puas terhadap putusan yang dijatuhkan.

Upaya-Upaya yang telah dilakukan:

Bahwa sudah dilakukan peningkatan kompetensi dan professionalisme para

hakim tingkat banding melalui diskusi hakim dan pengawasan hakim.

Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Jumlah Perkara
yang tidak
mengajukan
upaya hukum
kasasi

Tabel 3.10. Persentase Perkara yang

Jumlah
Perkara yang
mengajukan

kasasi

Jumlah

Perkara

Target Realisasi | Capaian

yang
diputus

2021

233 95 138 93% 59,23% 63,69%

=

93% 87,21% 93,77%

2019 219 28 191

2017

152 56 96 60% 62,74% 104,57%

Grafik 3.4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Capaian

Berdasarkan data di atas capaian tahun 2021 mengalami penurunan jika

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena

meningkatnya jumlah para pihak yang merasa tidak puas atas putusan tingkat

banding yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan. Di samping itu mulai
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ada peningkatan pemahaman masyarakat tentang proses peradilan yaitu
adanya hak untuk mengajukan upaya hukum bila tidak puas terhadap putusan

yang dijatuhkan.

Indikator 4
Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama
yang Puas Terhadap Layanan

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Indikator index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap
layanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta diukur mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Ruang lingkup yang diukur dalam survei ini pada tahun 2021 terdiri dari 9

unsur/indikator meliputi:

1. Persyaratan, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu
jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;

2. Sistem, mekanisme, prosedur, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan
bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;

3. Waktu penyelesaian, vyaitu jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;

4. Produk spesifikasi jenis pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang diberikan
dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk
pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;

5. Kompetensi pelaksana, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman;

6. Perilaku pelaksana, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;

7. Maklumat Pelayanan, merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban
penyelengara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar
pelayanan;

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, yaitu tata cara

pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;

L
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9. Biaya/tarif, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang

besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Pada Tahun 2021 Survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta dilaksanakan 2 kali yaitu pada bulan Juni dengan jumlah
resonden 246 dan bulan Desember dengan jumlah responden 208. Survei
dilakukan dengan mengunakan aplikasi SIKMA (Aplikasi Survei Kepuasan
Masyarakat), aplikasi ini mempermudah dalam pengumpulan dan pengolahan
data secara elektronik sehingga hasilnya langsung diketahui secara real time.
Aplikasi SIKMA merupakan aplikasi berbasis website yang dapat digunakan
baik menggunakan browser pada komputer atau handphone. Pengguna dapat
menggunakan aplikasi SIKMA dengan membuka alamat website
http://sikma.pta-jakarta.go.id/ atau dapat melakukan scan QR Code, aplikasi
SIKMA

Gambar 3.1. QR Code Aplikasi SIKMA
«l

Tabel 3.11. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Bulan Juni 2021

Nilai Rata- Mutu
Rata Pelayanan

Tertimbang

Nilai Unsur

Unsur Pelayanan
Pelayanan

Kesesuaian persyaratan pelayanan

ne Sangat Baik
dengan jenis pelayanan

Kompetensi/lkemampuan petugas 0,415 Sangat Baik
Maklumat pelayanan 0,398 Sangat Baik

9. | Kesesuaian biaya pelayanan 3,81 0,424 Sangat Baik
Total Sangat Baik
Konversi IKM A (Sangat Baik)
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Grafik 3.5. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Bulan Juni 2021

3.81 3.79 3.76 3.61 3.74 3.77 3.58

3.81

Tabel 3.12. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Bulan Desember 2021

Nilai Rata-
Rata
Tertimbang

Nilai Unsur

Unsur Pelayanan
Pelayanan

Mutu
Pelayanan

Kesesuaian persyaratan pelayanan
dengan jenis pelayanan

9. | Kesesuaian biaya pelayanan 3.71 0,412

Sangat Baik

Sangat Baik

Total 32,95 3,661

Sangat Baik

Konversi IKM 91,52

A (Sangat Baik)

Grafik 3.6. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Bulan Desember 2021

3.72 3.71 3.69 3.70 3.69 3.71 3.74

3.71
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Survei yang dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2021 dengan jumlah
responden 246 mempunyai kategori SANGAT BAIK, yaitu dengan nilai rata-
rata tertimbang SKM adalah 3,664 atau konversi IKM sebesar 91,59. Survei
yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2021 dengan jumlah
responden 208 mempunyai kategori SANGAT BAIK, yaitu dengan nilai rata-
rata tertimbang SKM adalah 3,661 atau konversi IKM sebesar 91,52. Jadi IKM
tahun 2021 adalah rata-rata hasil Survei bulan Juni dan bulan Desember
tahun 2021 yaitu 91,59 ditambah 91,52 dibagi 2 yaitu 91,56. Index responden
pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta Tahun 2021 terealisasi 91,56 sehingga capaiannya
96,38%. Dengan demikian capaian index responden pengadilan tingkat
pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
yang ditetapkan dalam Renstra yaitu 95% dapat tercapai.

Keberhasilan pada indikator ini antara lain:

1. Pelaksanaan tugas dari seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta dalam melayani pengadilan agama se-Wilayah hukum Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta baik dari unsur kepaniteraan maupun
kesekretariatan sudah profesional dan berpedoman pada SOP yang ada;
Penyusunan SOP yang baku sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan;
Pembinaan dan pengawasan secara berkala;

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);

o & DN

Penyediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Tabel 3.13. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Tahun‘ Jumlah Responden ‘ Target Realisasi Capaian
2021 454 95% 91,56% 96,38%
2019 164 90% 94.72% 105,24%

2017 5 70% 75% 107,14%
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Grafik 3.7. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Capaian

Berdasarkan data di atas capaian pada tahun 2021 mengalami peningkatan
jika dibandingan dengan tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa layanan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta kepada Pengadilan Agama se-Wilayah
hukum Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah berjalan dengan baik dan

maksimal.

SASARAN SASARAN

= PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN 2
PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan

penyelesaian perkara mempunyai 2 (dua) indikator kinerja vyaitu:
persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat
waktu dan persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat
(ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari
setelah putus. Capaian sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan

penyelesaian perkara pada tahun 2021 sebagai berikut:
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Tabel 3.14. Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
CAPAIAN TAHUN

INDIKATOR KINERJA 2020

. Persentase putusan perkara yang
menarik perhatian masyarakat
(ekonomi syariah) yang dapat diakses 100% Nihil 100% 100% 100%
secara online dalam waktu 1 hari
setelah putus

Capaian Sasaran Strategis 2 100% 100% 100% 100% 100%

Grafik 3.8. Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

100% 100% 100% 100%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai
berikut:

Indikator 1
Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim

ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat
waktu yaitu perbandingan jumlah salinan putusan perkara yang dikirim ke
pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus,
mengacu pada SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
Salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari
kerja sejak putusan diucapkan.
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Tabel 3.15. Pengiriman Salinan Putusan Perkara ke Pengadilan Pengaju
Salinan Putusan Perkara
yang Dikirim ke
Pengadilan Pengaju

Perkara yang

Satker Diputus

Tepat Waktu VIEEIS 1 ET
waktu
1. | Pengadilan Agama Jakarta Pusat 28 28 0

3. | Pengadilan Agama Jakarta Timur 61 61 0

5. | Pengadilan Agama Jakarta Utara 11 11 0
Jumlah 233 ACK] 0]

Pada tahun 2021 perkara yang diputus sejumlah 233 perkara, dari 233
perkara yang putus, salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan
pengaju tepat waktu sejumlah 233 perkara atau sebesar 100%, dengan
tingkat capaian 100%. Dengan demikian target persentase salinan putusan
perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu yang ditetapkan

dalam Renstra yaitu 100% dapat tercapai.

Keberhasilan pada indikator ini dikarenakan:

1. Pelaksanaan dan efisiensi terhadap penyelesaian perkara secara pasti,
tepat, cepat, transparan dan akuntabel oleh Majelis Hakim dan Aparatur
Peradilan lainnya di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, sehingga
salinan putusan perkara yang sudah diputus dapat langsung dikirim kembali

ke pengadilan pengaju tepat waktu;

N

. Penetapan dan pelaksanaan SOP oleh semua Aparatur Peradilan yang

proporsional,

w

. Penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap sangat menunjang
pelaksanaan tupoksi sehingga berdampak terhadap efisiensi dan efektifitas
penyelesaian tupoksi khususnya pada pengiriman salinan putusan secara

tepat waktu ke pengadilan pengaju;

N

. Tingkat kepatuhan input data perkara kedalam aplikasi Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding sudah maksimal.

L
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Tabel 3.16. Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju
Tepat Waktu

Jumlah salinan
Tahun Jumlah perkara | putusan perkarayang

yang diputus dikirim ke pengadilan Target REalsEs] | CEpEE

pengaju tepat waktu

2021 233 233 100% 100% 100%

2019 219 219 100% 100% 100%

2017 152 152 100% 100% 100%

Grafik 3.9. Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju
Tepat Waktu

Capaian

Berdasarkan data di atas capaian tahun 2021 sama dengan capaian tahun-
tahun sebelumnya yaitu sebesar 100%. Hal ini menunjukkan penyampaian
salinan putusan perkara ke pengadilan pengaju selalu tepat waktu dan kinerja

aparatur Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah berjalan dengan baik.
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Indikator 2
Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian

Masyarakat (Ekonomi Syariah) yang Dapat Diakses
Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi
syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus,
yaitu perbandingan jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus dengan jumlah

putusan perkara ekonomi syariah.

Tabel 3.17. Upload Perkara Ekonomi Syariah

Perkara Tanggal Putus Tanggal Upload

1. | 63/Pdt.G/2021/PTA.JK 30-03-2021 30-03-2021

3. | 190/Pdt.G/2021/PTA.JK 21-10-2021 21-10-2021

5. | 205/Pdt.G/2021/PTA.JK 25-11-2021 25-11-2021

7. | 225/Pdt.G/2021/PTA.JK 23-12-2021 23-12-2021

9. | 232/Pdt.G/2021/PTA.JK 27-12-2021 27-12-2021

Pada tahun 2021 perkara ekonomi syariah yang diputus sebanyak 10 perkara
dan semuanya dapat diakses secara online di website Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta dalam waktu 1 hari setelah putus. Target sebesar 100%,
terealisasi 100% dan capaian 100%. Dengan demikian target persentase
putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1 hari setelah putus yang ditetapkan dalam

Renstra yaitu 100% dapat tercapai.

F

) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021




Keberhasilan indikator ini dikarenakan:

1. Pelaksanaan terhadap penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat,
transparan, efisien dan akuntabel oleh majelis hakim dan aparatur lainnya
di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, sehingga setelah putusan
dihasilkan oleh majelis hakim amar putusannya segera di upload dalam
website Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

2. Penyediaan sarana dan prasarana Tl yang cukup memadai dapat
menunjang tupoksi sehingga berdampak terhadap efisiensi dan efektifitas
penyelesaian tupoksi khususnya pada publikasi putusan perkara yang
menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses

secara online dalam waktu 1 hari setelah putus (one day publish).

Tabel 3.18. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi
Syariah) yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 hari Setelah Putus

jumlah amar putusan
perkara ekonomi
syariah yang dapat Target  Realisasi Capaian
diakses secara
online dalam waktu 1
hari setelah putus

Jumlah putusan
Tahun ' perkara ekonomi
SYEUE

2017 1 1 100% 100% 100%
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Grafik 3.10. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi
Syariah) yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 hari Setelah Putus

Capaian

Capaian tahun 2021, 2020, 2019 dan 2017 yaitu sebesar 100%. Hal ini
menunjukan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta selalu konsisten dan
optimal dalam memberikan informasi perkara ekonomi syariah dengan cepat,
tepat, transparan dan akuntabel sehingga masyarakat pencari keadilan atau
pihak yang membutuhkan informasi perkara dapat mengakses dan memperoleh

informasi tersebut.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2021 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mendapatkan total
alokasi anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi sesuai DIPA Nomor:
SP DIPA-005.01.2.401112/2021 sebesar Rp24.416.947.000 (dua puluh
empat miliar empat ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh
ribu rupiah) dan DIPA 04 Badan Peradilan Agama Nomor: SP DIPA-
005.04.2.401113/2021 sebesar Rp212.224.000 (dua ratus dua belas juta dua

ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (01)
Realisasi anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi (01) adalah sebagai

berikut;

()
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Tabel 3.19. Realisasi Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Tahun 2021

e Pagu Realisasi Sisa ‘ Capaian

[\[o} . =

E:‘%ﬂg 4.043.793.000 | 4.157.519.000 | 4.105.348.373 | 52.170.627 98,75

Total 30.562.221.000 ‘ 24.416.947.000 24.192.452.888 224.494.112 ‘ 99,08

Grafik 3.11. Realisasi Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Tahun 2021

M Pagu

M Realisasi

10,000,000,000
Ld Sisa

5,000,000,000

egawai Belanja Barang Be

a. Belanja Pegawai

Pagu belanja pegawai tahun 2021 setelah direvisi sebesar
Rp20.183.028.000 (dua puluh miliar seratus delapan puluh tiga juta
dua puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar
Rp20.013.604.515 (dua puluh miliar tiga belas juta enam ratus empat
ribu lima ratus lima belas rupiah) atau capaian 99,16% dari total
anggaran dengan sisa anggaran sebesar Rpl169.423.485 (seratus
enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus
delapan puluh lima rupiah).

Tabel 3.20. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai DIPA Badan Urusan
Administrasi (01) Tahun 2020-2021

Pagu ‘ Realisasi Capaian
2020 2021 2020 2021 2020 2021
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (%) (%)
23.159.761.000 20.183.028.000 23.093.792.803 20.013.604.515 99,72 99,16
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Grafik 3.12 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai DIPA Badan Urusan
Administrasi (01) Tahun 2020-2021

23,500,000,000
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22,000,000,000
21,500,000,000
21,000,000,000
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23,150.761,000 23.093,792,803

20,183,028,000 20,013,604,515

b. Belanja Barang

Pagu belanja barang tahun 2021 setelah revisi sebesar
Rp4.157.519.000 (empat miliar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus
sembilan belas ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp4.105.348.373
(empat miliar seratus lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga
ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau capaian 98,75% dari total anggaran
dengan sisa anggaran sebesar Rp52.170.627 (lima puluh dua juta
seratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).

Tabel 3.21. Perbandingan Realisasi Belanja Barang DIPA Badan Urusan
Administrasi (01) Tahun 2020-2021

Pagu ‘ Realisasi Capaian
2020 2021 2020 2021 2020 2021
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (%) (%)
3.887.453.000 4.157.519.000 3.754.322.975 4.105.348.373 96,58 98,75

Grafik 3.13. Perbandingan Realisasi Belanja Barang DIPA Badan Urusan
Administrasi (01) Tahun 2020-2021
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c. Belanja Modal
Pagu Belanja Modal tahun 2021 setelah direvisi sebesar Rp76.400.000
(tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan realisasi
sebesar Rp73.500.000 (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
atau capaian sebesar 96,20% dari total anggaran dengan sisa
anggaran sebesar Rp2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Tabel 3.22. Perbandingan Realisasi Belanja Modal DIPA Badan Urusan Administrasi
(01) Tahun 2020-2021

Pagu

2020
(Rp)

2021
(Rp)

REEURES]

Capaian

2020
(Rp)

2021
(Rp)

2020
(%)

2021
(%)

227.000.000

76.400.000

226.757.000

73.500.000

99,89

96,20

Grafik 3.14. Perbandingan Realisasi Belanja Modal DIPA Badan Urusan
Administrasi (01) Tahun 2020-2021
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2. DIPA DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA (04)
Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mendapatkan alokasi
anggaran DIPA Badan Peradilan Agama (04) setelah direvisi sejumlah
Rp212.224.000 (dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh empat ribu
rupiah) dengan realisasi sebesar Rp207.067.800 (dua ratus tujuh juta
enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) atau capaian sebesar 97.57%
dari total anggaran dengan sisa anggaran sebesar Rp5.156.200 (lima juta
seratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah). Pada program ini Rincian
Output yang dilakukan adalah:
» Akreditasi Penjaminan Mutu
» Pembinaan Pemeriksaan Yustisial
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» Bimtek/Sosialisasi pengembangan dan Pengelolaan PNBP
» Kompetensi SDM
» Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan

Tabel 3.23. Realisasi Anggaran DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama (04) Tahun 2021

Realisasi Capaian

No. Jenis Belanja Setelah Revisi

Semula (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

Belanja Barang 151.974.000 212.224.000 207.067.800 5.156.200

Total 151.974.000 212.224.000 207.067.800 5.156.200 97.57

Grafik 3.15. Realisasi Anggaran DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama (04) Tahun 2021
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Tabel 3.24. Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama (04)
Tahun 2020-2021

Pagu Realisasi Capaian
2020 2021 2020 2021 2020 2021
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (%) (%)

161.590.000 212.224.000 150.215.000 | 207.067.800 | 92,96 | 97.57

Grafik 3.16. Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama (04)
Tahun 2020-2021
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3. REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM
Dipa (01) digunakan untuk melaksanakan 1 program kerja yaitu:
1. (005.01.WA) Program Dukungan Manajemen
Sedangkan DIPA (04) digunakan untuk melaksanakan 1 program Kkerja
yaitu:
1. (005.04.BF) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
Tabel 3.25. Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2021

Pagu Realisasi ‘ Sisa Capaian

I YT I B

Program

Program Penegakan dan
212.224.000 207.067.800 5.156.200 97.57
Pelayanan Hukum

Total ‘ 24.629.171.000 24.399.520. 688 229.650.312 99.07

Grafik 3.17. Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2021
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Pengadilan Tinggi Agama
DKI Jakarta pada periode tahun 2021 dalam rangka layanan pengadilan
terhadap masyarakat pencari keadilan serta program dan kegiatan yang
sudah dilaksanakan telah membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta bertekad kuat untuk menjaga integritas dan akuntabilitasnya sebagai
lembaga yudikatif sekaligus mengemban kepercayaan publik sebagai kawal
depan (voorpost) penegakan keadilan. Di bidang teknis peradilan hal ini
ditunjukkan dengan kinerja yang luar biasa dalam penanganan perkara yang
merupakan core business dari lembaga peradilan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama
DKI Jakarta Tahun 2021 menyajikan pencapaian 2 (dua) sasaran strategis
yang mengunakan alat ukur 6 (enam) indikator kinerja. Secara umum sasaran
strategis yang ditetapkan telah berhasil dicapai oleh pengadilan Tinggi Agama
DKI Jakarta. Hal ini terlihat dari 6 indikator kinerja yang diperjanjikan,
4 indikator kinerja sesuai dengan target, bahkan ada yang melampaui target.
Namun terdapat 1 indikator kinerja yang tidak dapat diukur, dan 1 indikator
yang belum mencapai target yaitu: 1. indikator persentase sisa perkara yang
diselesaikan, indikator ini tidak dapat diukur karena tidak ada sisa perkara
yang harus diselesaikan; 2. indikator persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi, tidak tercapainya indikator ini karena
meningkatnya jumlah para pihak yang merasa tidak terpenuhi kebutuhan
hukum atas putusan tingkat banding yang dianggap belum memenuhi rasa
keadilan dan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang proses
peradilan yaitu adanya hak untuk mengajukan upaya hukum apabila ada rasa
tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan.

Capaian sasaran pada tahun 2021 menunjukan bahwa secara umum

pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sudah terlaksana
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dengan baik. Keberhasilan capaian tersebut karena kerja keras dan komitmen
pimpinan dan seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

LKjIP tahun 2021 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban
akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan
keputusan guna peningkatan kinerja dan sarana evaluasi untuk perbaikan
kinerja. Selanjutnya diharapkan LKjIP tahun 2021 ini dapat menjadi salah satu
sumbangsih dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja Operation
Plan, Rencana Kinerja Performance Plan, Rencana Anggaran Budgeting Plan
dan Rencana Strategis Strategic Plan pada masa mendatang.

Dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam laporan
kinerja akan menjadi bahan evaluasi dan untuk melakukan upaya perbaikan

kedepan pada tahun berikutnya.

B. SARAN-SARAN

Mohon kepada Mahkamah Agung RI cg. Sekretaris Mahkamah Agung

Rl dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

yaitu:

1. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk tersedianya tanah dan
bangunan gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang
representative sebagai salah satu pengadilan tingkat banding di ibukota
Negara (saat ini masih pinjam pakai gedung Pemerintah Propinsi DKI
Jakarta termasuk sarananya);

2. Untuk menambahkan alokasi anggaran Kebutuhan belanja barang
operasional;

3. Karena keterbatasan SDM diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas
Sumber Daya Manusia (SDM) baik bidang Kepaniteraan dan
Kesekretariatan.
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PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
TAHUN ANGGRAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas
Laporan Kerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi
tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi,
keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan reviu kami, laporan kinerja telah disajikan secara akurat,
andal, dan valid, serta tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan

kinerja ini.




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LK]IP)

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TAHUN 2021

No Pernyataan Checklist
I Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data
penting IP. \
2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja. V
3. LK] telah menyajikan capaian IP yang memadai. v
4. Telah menyajikan dengan lampiran yang \
mendukung informasi pada badan laporan.
5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan. \
6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan. \
I | Mekanisme | 1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki N
Penyusunan tugas fungsi untuk itu.
2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah V
didukung dengan data yang memadai.
3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data \
dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan
LK].
4. Telah ditetapkan penanggungjawab V
pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.
5. Datal/informasi kinerja yang disampaikan dalam \
LKj telah diyakini keandalannya.
6. Analisis/penjelasan dalam LK] telah diketahui \
oleh unit kerja terkait.
7. LK]jIP bukan merupakan gabungan unit kerja di \
bawahnya.
Il | Substansi 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan N
tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.
2. Tujuan/sasaran dalam LK] telah selaras dengan \
rencana strategis.
3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka \
terdapat penjelasan yang memadai.
4. Target Indikator Kinerja Tujuan/sasaran dalam \
Lkj telah sesuai dengan target inidkator kinerja
tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.
5. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU \
yang ditetapkan.
6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka \
terdapat penjelasan yang memadai.
7. Telah terdapat perbandingan data kinerja \
dengan tahun lalu, standar nasional dan
sebagainya yang bermanfaat.
8. IKU dan IK telah cukup mengukur \

tujuan/sasaran.




9. Jika’tidak” telah terdapat penjelasan yang N
memadai.

10. IKU dan IK telah SMART \
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INDIKATOR KINERJA UTAMA



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

RJA AMA DIKATOR RJA P ASA BER DATA
A\ AR
Terwujudnya Proses Persentase sisa perkara Jumlah sisa perkara yang diselesaikan Panitera Laporan Bulanan
. . . . 0,
Peradilan yang Pasti, yang diselesaikan Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan * 100% dan
Transparan dan Laporan Tahunan
Akuntabel
Catatan:
e Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya
e SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di
pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat)
lingkungan peradilan
Persentase perkara yang Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu % 100% Panitera Laporan Bulanan
diselesaikan tepat waktu Jumlah perkara yang diselesaikan dan
Catatan: Laporan Tahunan
SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan
peradilan
Persentase perkara yang Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi X 100% Panitera Laporan Bulanan
tidak mengajukan upaya Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan dan
hukum kasasi Laporan Tahunan
Catatan:
Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka
semakin puas atas putusan pengadilan
Index responden Panitera Laporan

pengadilan tingkat pertama
yang puas terhadap
layanan Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta

Index kepuasan pencari keadilan

Catatan:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Semesteran dan
Laporan Tahunan




» A . A . » » A D A AN = » . A A
A A =
Peningkatan Persentase salinan Jumlah salinan putusan perkara yang dikirim Panitera Laporan Bulanan
Efektivitas putusan perkara yang ke Pengadilan pengaju tepat waktu % 100% dan
Pengelolaan dikirim ke pengadilan Jumlah perkara yang diputus Laporan Tahunan
Penyelesaian pengaju tepat waktu
Perkara Catatan:
SEMA No 01. Tahun 2011 tentan perubahan SEMA No. 02 tentang
Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
Persentase putusan Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah Panitera Laporan Bulanan

perkara yang menarik
perhatian masyarakat
(ekonomi syariah) yang
dapat diakses secara
online dalam waktu 1 hari
setelah putus

yang di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus
Jumlah putusan perkara ekonomi syariah

X 100%

dan
Laporan Tahunan




MATRIK RENSTRA
2020-2024



Matrik RENSTRA 2020-2024

Visi
Misi

: “TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA YANG AGUNG”

: 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Meningkatkan kualitas aparatur peradilan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan.

Target
Jangka
Menengah

(5 Tahun)

Tujuan

Sasaran Strategi

Terwujudnya
kepercayaan
publik atas

layanan peradilan

. Persentase sisa

perkara yang
diselesaikan

100%

. Persentase

perkara yang
diselesaikan
tepat waktu

100%

. Persentase

perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum
kasasi

90%

. Index responden

pengadilan
tingkat pertama
yang puas
terhadap layanan
Pengadilan
Tinggi Agama
DKI Jakarta

95%

. Terwujudnya

proses peradilan
yang pasti,
transparan dan
akuntabel

. Persentase sisa

perkara yang
diselesaikan

100%

100%

100%

100%

100%

. Persentase

perkara yang
diselesaikan
tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

. Persentase

perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum
kasasi

93%

93%

90%

90%

90%

. Index responden

pengadilan
tingkat pertama
yang puas
terhadap layanan
Pengadilan
Tinggi Agama
DKI Jakarta

95%

95%

95%

95%

95%

Program
Dukungan
Manajemen

Pembinaan
administrasi
dan
Pengelolaan
Keuangan
Badan
Urusan
Administrasi

e Layanan

Umum

e Layanan
Perkantoran

Jumlah

Satuan

layanan

27.047.214.000 | ™™

24.340.547.000 |m™ e ™

31.047.517.000 (PN O

32.599.892.000 (@ ™Mo N

34.229.887.000 |BMN O™




Tujuan

a.

Persentase
salinan putusan
perkara yang
dikirim ke
pengadilan
pengaju tepat
waktu

Target
Jangka
Menengah
(5 Tahun)

100%

Persentase
putusan perkara
yang menarik
perhatian
masyarakat
(ekonomi syariah)
yang dapat
diakses secara
online dalam
waktu 1 hari
setelah putus

100%

Peningkatan
efektivitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

SEEETEN

Strategi

2 2 2 2 2
Jumlah Satuan (2) (2) (2) (2) g
0 1 2 3 4
a. Persentase 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Program Peningkatan Pembinaan 11 kegiatan ol o]l ol ol o
salinan putusan penegakan manajemen pemeriksaan S|l 2| 8| 9| 9
A yustisial S|l ©o| | ©| ©
perkara yang dan peradilan e Pembinaaan dan S| | S| vl @
dikirim ke pelayanan agama pemantauan I NS85
engadilan hukum layanan peradilan d|l N & 8] @
Eengaju tepat o Bimtek/sosialisasi S| &l 21 N1 Q
pengembangan
waktu dan pengelolaan
PNBP
® Sosialisasi/bimtek
penyelesaian
administrasi
perkara secara
elektronik
b. Persentase 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Program Pengadaan Layanan 13 unit ol ol ol ol o
putusan perkara dukungan sarana dan sarana 818|888
yang menarik manajemen | prasarana di internal ol ol ol ol o
perhatian lingkungan 8| S| B| 3|8
masyaral_<at ) Mahkamah Nl el el %8
(ekonomi syariah) Agung N Ll RN
yang dapat

diakses secara
online dalam
waktu 1 hari
setelah putus




MATRIK KINERJA
DAN PENDANAAN



Matrik Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
KONDISI

TARGET (dalam persentase) ALOKASI (dalam ribuan) UNIT

PROGRAM/

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/
INDIKATOR

KEGIATAN

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ AWAL

ORGANISASI
PELAKSANA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

27.435.804

24.629.171

31.438.241

33.010.227

34.658.863

Terwujudnya proses peradilan yang
pasti, transparan dan akuntabel

yang dapat diakses secara online
dalam waktu 1 hari setelah putus

. Pengadilan
1. Persentase sisa perkara yang 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 Tinggi Agama
diselesaikan DK| Jakarta
Pengadilan
2. P_ersent:_ase perkara yang 100 100 100 100 100 100 Tinggi Agama
diselesaikan tepat waktu DKI Jakarta
. Pengadilan
3. Persen_tase perkara yang tidak _ 93 93 g3 90 90 90 Tinggi Agama
mengajukan upaya hukum kasasi DK| Jakarta
4. Index responden pengadilan o il
. engaadilan
tingkat pertama yang puas 90 95 95 95 95 95 Tinggi Agama
tgrhaQap layanan Pengadilan DKI Jakarta
Tinggi Agama DKI Jakarta
Peningkatan efektivitas pengelolaan
penyelesaian perkara
1. Persentase salinan putusan Pengadilan
perkara yang dikirim ke 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 Tinggi Agama
pengadilan pengaju tepat waktu DKI Jakarta
2. Persentase putusan perkara
yang menarik perhatian Pengadilan
masyarakat (ekonomi syariah) 100 100 100 | 100 100 100 Tinggi Agama
DKI Jakarta




RENCANA KINERJA
TAHUNAN TAHUN 2021



RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021
NO. W9-A/331/0T.01.1/1/2020
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. | Terwujudnya Proses a. Persentase Sisa Perkara yang 100%
Peradilan yang Pasti, diselesaikan
Transparan, dan Akuntabel
P b. Persentase Perkara yang 100%
diselesaikan Tepat Waktu
c. Persentase Perkara Yang Tidak 93%
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
d. Index responden Pengadilan 95%
Tingkat Pertama yang Puas
Terhadap Layanan Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta
2. | Peningkatan Efektivitas a. Persentase Salinan Putusan 100%

Pengelolaan Penyelesaian
Perkara

Perkara yang Dikirim ke
Pengadilan Pengaju tepat waktu

b. Persentase Putusan Perkarayang | 100%
Menarik Perhatian Masyarakat
(ekonomi syariah) yang Dapat
Diakses Secara Online dalam
Waktu 1 Hari Setelah Putus

Jakarta, 24 Januari 2020

Ketua;
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RKT SATUAN KERJA WILAYAH
PTA DKI JAKARTA
TAHUN 2021



REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

TAHUN ¢ 2021

NO SASARAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

menarik perhatian masyarakat
(ekonomi syariah) yang dapat
diakses secara online dalam
waktu 1 hari sejak putus

1. | Terwujudnya proses Peradilan Persentase sisa perkara yang 100%

yang pasti, transparan dan diselesaikan

akuntabel
Persentase perkara yang o
diselesaikan tepat waktu 100%
Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya Hukum:
e Banding 100%
o Kasasi 95%
o PK 100%
Index  responden  pencari 86%
keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan

2. | Peningkatan efektifitas Persentase isi putusan yang 100%

pengelolaan penyelesaian diterima oleh para pihak tepat

perkara waktu
Persentase perkara yang 20%
diselesaikan melalui mediasi
Persentase berkas perkara yang 100%
dimohonkan Banding, Kasasi
dan PK yang diajukan secara
lengkap dan tepat waktu
Persentase putusan yang 100%

KINERJA




3. | Meningkatnya Akses Peradilan | a.  Persentase perkara prodeo yang

bagi masyarakat miskin dan diselesaikan. 100%
Terpinggirkan |
b. Persentase perkara yang
diselesaikan di luar gedung
Pengadilan 100%
...... c.  Persentase perkara permohonan
(voluntair) identitas Hukum 100%

d. Persentase pencari keadilan
golongan tertentu yang
mendapat  layanan  bantuan 100%
hukum (Posbakum)

4. | Meningkatnya kepatuhan Persentase putusan perkara 30%
terhadap putusan pengadilan perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi)

Januari 202

“Pts/H. Sirajuddin Sailellah, S.H., M.HI.
196801131993031003

KINERJA




REVIU RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021

No. W9-A5/17/0T.01.1/1/2021

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Terwujudnja proses Persentase sisa pe?;kara agama yang 103%
Peradilan yang pasti, diselesaikan.
transparan dan Persentase perkara perdata agama yang 85 %
akuntabel. diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara yang yang tidak 95%

mengajukan upaya hukum banding

Persentase perkara yang yang tidak 98%

mengajukan upaya hukum kasasi

Persentase perkara yang yang tidak 98%

mengajukan upaya hukum kasasi

Index kepuasan pencari keadilan 84%
Peningkatan Efektifitas Persentase Salinan putusan perkara 86%
Pengelolaan perdata yang dikirim kepada pihak tepat
Penyelesaian Perkara waktu

Persentase perkara yang diselesaikan 22%

melalui mediasi

Persentase perkara yang dimohonkan 80%

Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan

secara lengkap dan tepat waktu

Persentase putusan perkara yang 100%

menarik perhatian masyarakat (ekonomi

syariah) yang dapat diakses secara

online dalam waktu 1 hari setelah putus
Meningkatnya akses Persentase Perkara Prodeo yang 98%
peradilan bagi diselesaikan
masyarakat miskin dan Persentase Perkara yang diselesaikan 92%

terpinggirkan.

di luar Gedung Pengadilan




: Persentase Penca:r))i Keadilan Golongan 103%
tertentu yang mendapat layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)
Persentase perkara permohonan 94%
(voluntair) identitas hukum
Meningkatnya Persentase putusan Perkara Perdata yang | 0,11%

Kepatuhan Terhadap

Putusan Pengadilan

ditindaklanjuti (dieksuksi).




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
NO. W9-A/462/0T.01.1/1/2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Selanjutnya disebut pihak pertama;

Nama : Dr. Drs. ACO NUR, SH. MH

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Januari 2021

‘<\’;NE‘?;1

RIF MAPPIASSE, S.H., M.H.
.198103.1.092



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
NO.W9-A/462/0T.01.1/1/2021
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

1. | Terwujudnya Proses Peradilan  a. Persentase Sisa Perkara yang - 100% |
yang Pasti, Transparan, dan Diselesaikan
ARIDTe b. Persentase Perkara yang Diselesaikan = 100% |

Tepat Waktu ‘
c. Persentase Perkara Yang Tidak = 93%

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

d. Index Responden Pengadilan Tingkat = 95%
Pertama yang Puas Terhadap Layanan |
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

2. | Peningkatan Efektivitas a. Persentase Salinan Putusan Perkara | 100%
Pengelolaan Penyelesaian yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju ‘
Perkara Tepat Waktu ‘ ,
b. Persentase Putusan Perkarayang = 100% |

Menarik Perhatian Masyarakat
(ekonomi syari'ah) yang Dapat Diakses
Secara Online dalam Waktu 1 Hari
Setelah Putus

Kegiatan Anggaran

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Rp. 30.526.821.000
Badan Urusan Administrasi

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Rp. 35.400.000
Mahkamah Agung

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 151.974.000




PK SATUAN KERJA WILAYAH
PTA DKI JAKARTA
TAHUN 2021



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO.W9-A1/165/0T.01.1/1/2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Dr. Drs. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.H.I.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta Pusat, Januari 2021

N
« U

= g P = e NS oy
(@) il a Pusat 774 KINERJA 2021
o

y

Ao




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

NO.W9-A1/165/0T.01.1/1/2021
Pengadilan Agama Jakarta Pusat

1. Terwujudnya Proses Persentase Sisa Perkara Perdata Agama 100

Peradilan yang Pasti, yang diselesaikan

Transparan dan Akuntabel Persentase Perkara Perdata Agama 100

yang diselesaikan Tepat Waktu

Persentase Perkara yang Tidak 100
Mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase Perkara Yang Tidak 95

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase perkara yang Tidak 100

Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan

Kembali
Index Kepuasan Pencari Keadilan 86
2. Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan Putusan Perkara 100
Pengelolaan Penyelesaian Perdata yang dikirim kepada Para Pihak
Perkara tepat waktu
Persentase Perkara yang Diselesaikan 20
Melalui Mediasi
Persentase Berkas Perkara yang 100

Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan

Tepat Waktu

Persentase Putusan Perkara yang 100

Menarik Perhatian Masyarakat yang

— xj\#_————f/——’,

— Y Peneadilnaean
(€ ) EE=nT KINERJA 2021
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Dapat Diakses Secara Online dalam

Waktu 1 Hari Setelah Putus

3. Meningkatnya Akses Persentase Perkara Prodeo yang 100
Peradilan bagi Masyarakat Diselesaikan

Miskin dan Terpinggirkan

Persentase Perkara yang Diselesaikan di 100

Luar Gedung Pengadilan

Persentase Pencari Keadilan Golongan 100
Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase Perkara Permohonan 100

(voluntair) Identitas Hukum

4, Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara Perdata 30

terhadap Putusan Pengadilan | yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Kegiatan Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Rp. 10.274.895.000,-.
Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Rp. 35.400.000,-
Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 129.160.000,-.

Jakarta Pusat, Januari 2021

etg{Pengadilan Agama Jakarta Pusat
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
No. W9-A5/91/0T.01.1/1/2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama . Dra. Hj. Sarbiati, S.H., M.H.

Jabatan . Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Dr. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 Januari 2021
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

NIP. 18661010 199303 2 003
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LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
No. W9-A5/91/0T.01.1/1/2021
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

2 3 4
Terwujudnya proses Persentase sisa perkara agama yang | 100%
Peradilan yang pasti, diselesaikan.
transparan dan Persentase perkara perdata agama yang | 85 %
akuntabel. diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara yang yang tidak 95%
mengajukan upaya hukum banding
Persentase perkara yang yang tidak | 98%
mengajukan upaya hukum kasasi
Persentase perkara yang yang tidak | 98%
mengajukan upaya hukum kasasi
Index kepuasan pencari keadilan 84%
Peningkatan Efektifitas Persentase Salinan putusan perkara perdata | 86%
Pengelolaan yang dikirim kepada pihak tepat waktu
Penyelesaian Perkara Persentase perkara yang diselesaikan | 22%
melalui mediasi
Persentase perkara yang dimohonkan | 80%
Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan
secara lengkap dan tepat waktu
Persentase putusan perkara yang menarik | 100%
perhatian masyarakat (ekonomi syariah)
yang dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari setelah putus
Meningkatnya akses Persentase  Perkara  Prodeo yang | 98%
peradilan bagi diselesaikan
masyarakat miskin dan Persentase Perkara yang diselesaikan di | 92%
terpinggirkan. luar Gedung Pengadilan
Persentase Pencari Keadilan Golongan | 100%
tertentu yang mendapat layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
Persentase perkara permohonan (voluntair) | 94%

identitas hukum




1 2 3 4
4 Meningkatnya a. | Persentase putusan Perkara Perdata yang | 0,11%
Kepatuhan Terhadap ditindaklanjuti (dieksuksi).
Putusan Pengadilan

Kegiatan Anggaran

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Rp. 9.717.076.000,-
Badan Urusan Administrasi

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Rp. 689.400.000,-
Mahkamah Agung

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 394.390.000,-

NIP. 19661010 199303 2 003
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Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Tahun 2021

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja
Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun 2021 dalam
melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama DKI

Jakarta dalam rangka mewujudkan Visi yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA YANG
AGUNG”

dengan Misi :

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
Meningkatkan kualitas aparatur peradilan;

Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan;

A

Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Tahun 2021

sebagaimana terlampir:



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR [aIGEil
1 | Terwujudnya Proses a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% | 100% | 100% | 100%
Peradilan yang pasti, . .
transparan dan akuntabel b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 100% | 100% | 100% | 100%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 93% | 93% |93% |93%
d. Indeks responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap - 95% - 95%
layanan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

JADWAL
AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN KELUARAN

Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
. Menyelesaikan perkara tepat waktu ‘ Proses Perkara diselesaikan tepat waktu

b. Meningkatkan kualitas putusan ‘ Putusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan

c. Melaksanakan e-survey kepuasan publik Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada

pengadilan tingkat pertama




TARGET

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
2 | Peningkatan efektivitas a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan 100% | 100% | 100% | 100%
pengelolaan penyelesaian pengaju tepat waktu
perkara
b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat 100% | 100% | 100% | 100%

(ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1
hari setelah putus

JADWAL
AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN KELUARAN

Salinan putusan perkara diterima pengadilan agama
pengaju tepat waktu

. Mengirimkan salinan putusan perkara ke
pengadilan penggaju tepat waktu

Putusan perkara ekonomi syariah terupload 1 hari/one
day publish setelah putus

b. Mengupload putusan perkara ekonomi syariah 1
hari/one day publish setelah putus




LAPORAN KINERJA TRIWULAN
TAHUN 2021



PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

JL RADIN INTEN Il NO.3 DUREN SAWIT TELP : 86902313 FAX : 86902314
Email: ptajakarta2007 @yahoo.co.id, Website: https://www.pta-jakarta.go.id
JAKARTA TIMUR 13440

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
TAHUN 2021

Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian
keenam Pasal 18 dan 19;

Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan
kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu
rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan
(progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola

kegiatan.


mailto:ptajakarta2007@yahoo.co.id

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2021

REALISASI TRIWULAN
TRIWULAN I

Capaian
(%)

SASARAN INDIKATOR
STRATEGIS KINERJA TRIWULAN |

Capaian
(%)

NO TRIWULAN Il

Capaian
(%)

TRIWULAN [V

Capaian
(%)

Input Realisasi Input Realisasi Input Realisasi Input Realisasi

Terwujudnya Proses | a. Persentase sisa 100 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Peradilan yang perkara yang (0,00%) (0,00%) (0,00%) (0,00%)
Pasti, Transparan diselesaikan
dan Akuntabel

b. Persentase 100 81 81 100,00 61 61 100,00 35 35 100,00 56 56 100,00
perkara yang (100,00%) (100,00%) (100,00%) (100,00%)
diselesaikan
tepat waktu

c. Persentase 93 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 233 138 63,69
perkara yang (0,00%) (0,00%) (0,00%) (59,23%)
tidak
mengajukan
upaya hukum
kasasi

d. Index responden 95 0 0 0,00 | 91,59 91,59 96,41 0 0 0,00 | 91,52 91,52 96,34
pengadilan (0,00%) (91,59 %) (0,00%) (91,52%)
tingkat pertama
yang puas
terhadap
layanan
Pengadilan
Tinggi Agama
DKI Jakarta

Penigkatan a. Persentase 100 81 81 100,00 61 61 100,00 35 35 100,00 56 56 100,00
Efektivitas salinan putusan (100,00%) (100,00%) (100,00%) (100,00%)
Pengelolaan perkara yang
Penyelesaian dikirim ke
Perkara pengadilan
pengaju tepat
waktu




NO

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

Persentase
putusan perkara
yang menarik
perhatian
masyarakat
(ekonomi
syariah) yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
hari setelah
putus

TRIWULAN |

TRIWULAN II

REALISASI TRIWULAN

TRIWULAN I

TRIWULAN IV

Input

Capaian

Realisasi %)

Input

Capaian

Realisasi %)

Input

Capaian

Realisasi %)

Input

Capaian

Realisasi %)

1| 100,00
(100,00%)

0 0,00
(0,00%)

1| 100,00
(100,00%)

8 100,00
(100,00%)

Kegiatan

1. Pembinaan Administrasi dan Pengeloaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
2. Pengadaan Sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

/ Endang Ali Ma’
19580904 198403 1 003

Anggaran

Rp. 24.340.547.000
76.400.000

212.224.000

Rp.
Rp.

Jakarta, 31 Desember 2021

Penanggung Jawab,

Ketua Satuan Tugas (SATGAS)

/

o

V7 4

/

Drs//i\/luhammad Yamin, M.H.
NIP. 19600519 198603 1 005
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Aplikasi Monitoring perjanjian Kinerja
(E-SAKIP KOMDANAS)

Laporan Capaian Kinerja Per Bulan

KUMUANAS MA-HI

Jata Nasional Mahkamah Agung Rl

Login/Logout v Utama ~ Perencanaan ~ Keuangan v Berita

E-SAKIP : LAPORAN CAPAIAN KINERJA PER BULAN , TAHUN 2021

Tabel di bawah menampilkan data capaian kinerja per bulan :

melebihi target bulanan sesual target bulanan -  tidak ada laporan

u di bawah target bulanan n capaian nol

Results1-60f6 Lihat:|20 | satker per halaman
Tampilkan : [ Semua Satker v |[Tahun 2021 v |

i
i
1]
£
L
L
i
I
1
I
I

Y e [ 7522n [ oo | B3 3 E3 BE3
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YOU ARE HERE: HOME » PERENCANAAN *» E * LAPORAN CAPAIAN KINERJA BULANAN P

Monitoring Capaian Kinerja Per Triwulan

KOMOANAS MA-RI

ta Nasional Mahkamah Ag

Login/Logout v Utama

~ Perencanaan

~ Keuangan ~ Berita

E-SAKIP : MONITORING CAPAIAN KINERJA KUMULATIF PER TRIWULAN TAHUN 2021

Monitoring capaian kinerja kumulatif per triwulan :

melebihi target kumulatif

n sesual target kumulatif

Tampilkan ‘ Semua Satker

v |[Tehun 2021 v |

# Satker/Wilayah

: Pengadilan Agama Jakarta Pusat
DKI Jakarta

2. Pengadilan Agama Jakarta Utara
DKI Jakarta

3. Pengadilan Agama Jakarta Barat
DKI Jakarta

4 Pengadilan Agama Jakarta Timur
DKI Jakarta

5. Pengadilan Agama Jakarta Selatan
DKI Jakarta

6. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
DKI Jakarta

Triwulan 1

[ ]
&=
=
il

| 100,00% |

-

riwulan 2

B
g

7

. POURCR—— -, J—

- tidak ada laporan

Triwulan 3

it

107.57%

""""" CANAAN * E-SAKIP

YOU ARE HERE: HOME » PERENC

» MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN
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MASYARAKAT (SIKMA)
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Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SIKMA)

l. Pengantar

Aplikasi SIKMA merupakan aplikasi berbasis website untuk pelakasanaan survei kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Aplikasi
ini mempermudah dalam pengumpulan dan pengolahan data secara elektronik sehingga hasilnya
langsung diketahui secara real time.

Aplikasi SIKMA merupakan pembaharuan aplikasi E-Survey yang sebelumnya digunakan di
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, yang digunakan untuk mencatat nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat dan nilai Indeks Presepsi Korupsi dari para pengguna layanan publik.

Dengan adanya aplikasi SIKMA ini, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tingkat kinerja
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, baik oleh masyarakat maupun instansi/unit terkait sebagai
bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik

selanjutnya.

Il. Pengguna dan Panduan Aplikasi

Penguna Aplikasi SIKMA merupakan pengguna eksternal di luar lingkungan Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta yaitu Pejabat, Aparatur Negeri Sipil (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri (PPNPN) di Pengadilan Agama se-wilayah DKI Jakarta.

Pengguna dapat menggunakan aplikasi SIKMA dengan membuka alamat website

http://sikma.pta-jakarta.go.id/ atau dapat melakukan scan QR Code pada:

E 1||-.|E.
Ef?ﬁ

Gambar 2.1 QR Code Aplikasi SIKMA

Aplikasi SIKMA dapat digunakan baik menggunakan browser pada komputer atau handphone.

Pada aplikasi ini, pengguna disebut juga dengan responden.
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2.1 Halaman Responden
Pada saat pertama kali membuka Aplikasi SIKMA, halaman yang akan tampil adalah halaman

pengisian data responden seperti gambar berikut:

@ SikMA x  + e X
< C @ sikma.pta-jakarta.go.id e Guest

SIKMA (Survei Kepuasan Masyarakat)

Satuan Kerja *

Pengadilan Agama Jakarta Pusat ¥4

No. Handphone *

Gambar 2.2 Halaman Data Responden

=] bunga@yahoo.com | &

No. Nama Field Keterangan
1. | Nama Wajib diisi dengan nama responden
2. | Satuan Kerja Terdapat pilihan satuan kerja, yaitu:

e Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Pengadilan Agama Jakarta Barat

Pengadilan Agama Jakarta Timur

Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Pengadilan Agama Jakarta Utara

Responden wajib memilih satuan kerja yang sesuai

3. | No. Handphone Wajib diisi dengan nomor telepon seluler responden

4. | Email Wajib diisi dengan email responden
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5. | Usia Wajib diisi dengan usia responden

6. | Jenis Kelamin Terdapat pilihan jenis kelamin, yaitu:
e Laki-Laki
e Perempuan

Responden wajib memilih jenis kelamin yang sesuai

7. | Pendidikan Terakhir | Terdapat pilihan pendidikan terakhir, yaitu:
e Sekolah Dasar (SD)

e Sekolah Menengah Pertama (SMP)
e Sekolam Menengah Atas (SMA)

e Strata1(S1)

e Strata2(S2)

e Strata 3(S3)

Responden wajib memilih pendidikan terakhir yang

sesuai

8. | Bagian Terdapat pilihan bagian, yaitu:
e Kepaniteraan (Untuk Hakim dan Kepaniteraan)
e Kesekretariatan

Responden wajib memilih bagian yang sesuai

Apabila responden tidak mengisi field yang wajib, akan muncul peringatan seperti gambar

berikut:
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© SikMa x  + v = X

<&« C @ sikmapta-jakartagoid
i sikma.pta-jakarta.go.id says
Nama harus diisi
Email *
2
Usia *
+
Jenis Kelamin *
Laki-laki .4

Pendidikan Terakhir *

SD v
Bagian*

Kepaniteraan »

“ = - § s fincs with)v ISR IIaria

Gambar 2.3 Halaman Data Responden - Peringatan Wajib Diisi

Kemudian untuk melanjutkan ke halaman berikutnya, responden dapat klik tombol Kirim
seperti gambar berikut:

@ SikMA x  + 3

& C @ sikma.pta-jakarta.go.id

g 12

Email *

=] d@yahoo.com

Usia *

Jenis Kelamin *

Perempuan v
Pendidikan Terakhir *

s1 v
Bagian*

Kesekretariatan 2

“ - - g e acth with v FTR e pcar

Gambar 2.4 Halaman Data Responden — Tombol Kirim
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2.2 Halaman Pertanyaan Kuesioner

@ Sikma

<

c

Pada halaman ini, responden wajib menjawab 26 pertanyaan sesuai dengan pendapat
mereka, seperti gambar berikut:

x

4

@ sikma.ptajakarta.go.id/kuesioner.php?responden_id=228

Lembar Kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat

Silahkan isi semua unsur-unsur layanan berikut sesuai dengan pendapat Anda

1.

O @ TidakBaik

@ Kurang Baik

O @ Baik

O @ sangat Baik

2. i ian p dengan jenis pelay yang diberikan?*

O @ TidakBaik
@ Kurang Baik

[ W =N

Gambar 2.5 Halaman Pertanyaan Kuesioner

No. Nama Field Keterangan

1. O @ Tidak Baik Dipilih apabila layanan yang diberikan tidak baik atau
tidak memuaskan

2. @ Kurang Baik Dipilih apabila layanan yang diberikan kurang baik atau
kurang memuaskan

3. O © Baik Dipilih apabila layanan yang diberikan baik atau
memuaskan

4, O @ sangat Baik Dipilih apabila layanan yang diberikan sangat baik atau
sangat memuaskan

5. O % Tidak Pernah Dipilih apabila tidak pernah atau belum merasakan
layanan

6. O Parnah Dipilih apabila pernah atau sudah merasakan layanan
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Jika responden tidak memilih jawaban pada salah satu pertanyaan, akan muncul peringatan
seperti gambar berikut:

@ sikmA x  +

< (] @ sikma.pta-jakarta.go.id/kuesioner.php?salah=28&responden_id=228 e Guest

Lembar Kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat

Silahkan isi semua unsur-unsurlayanan berikut sesuai :\en'iar pendapat Anda

Jawaban nomor 2 Harus di Isi

O @ TidakBaik

@ Kurang Baik

O @ s8aik

O © sangatsaik

2. i ian p dengan jenis p yang diberikan?*

O @ TidakBaik

@ Kurane Baik

Gambar 2.6 Halaman Pertanyaan Kuesioner — Pertanyaan Wajib Diisi

Kemudian untuk melanjutkan ke halaman berikutnya, responden dapat klik tombol Kirim

seperti gambar berikut:

0 SKMA x + v = X

<« C @ sikma.pta-jakarta.go.d/kuesioner phpZsalah=2&iresponden_id=228 O Guest

[ =
O @ sangatBaik

26. Apakah biaya perkara penyelesaian perkara yang dibayarkan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 03 Tahun 20127*

O @ ridak Baik

@ Kurang Baik
O © saik

0O © sangatBaik

Kirim

Made with ¥ PTA DKI Jakarta

Gambar 2.7 Halaman Pertanyaan Kuesioner — Tombol Kirim
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2.3 Halaman Saran dan Kritik

Halaman ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian survei kepuasaan masyarakat.
Pada halaman ini, responden dapat mengisi saran dan kritik sesuai dengan pendapat mereka,
seperti gambar berikut:

0 SiKMA x o+ v - X
&« (&) @ sikma.pta-jakarta.go.id/saran.php?responden_id=228 Q e Guest
Gambar 2.8 Halaman Saran dan Kritik
No. Nama Field Keterangan
1. | Tema Bimtek yang Bisa diisi dengan tema bimbingan teknis yang pernah
Pernah Diikuti diiikuti yang diadakan oleh PTA DKI Jakarta
2. | Bimtek yang Perlu Bisa diisi dengan saran bimbingan teknis yang perlu
Diadakan diadakan di PTA DKI Jakarta
3. | Kritik dan Saran Bisa diisi dengan kritik dan saran untuk PTA DKI Jakarta

Kemudian untuk menyelesaikan survei, responden dapat klik tombol Kirim seperti gambar

berikut:
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0 SKMA x o+ v X

<« C @ sikmapta-jakarta.go.id/saran.php?responden id=228 Q@ cuest

Saran dan Kritik Membangun

Tema Bimtek Vang Pernah Diikuti

Bimtek Vang Perlu Diadakan

Bimtek ttg Teknolog

Kritik dan Sarar

Gambar 2.9 Halaman Saran dan Kritik — Tombol Kirim

2.4 Halaman Terima Kasih

Halaman terakhir penanda bahwa survei sudah selesai dilakukan oleh responden, seperti
gambar di bawah ini:

0 sikma x  + v - X

¢« C @ sikma.pta-jakartago.d/terimakasin.php a @ cuest

Terima Kasih untuk partisipasi Anda dalam mengisi Kuesioner

Gambar 2.10 Halaman Terima Kasih
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2.5 Halaman Survei Tutup

Halaman ini akan muncul pada halaman pertama ketika membuka aplikasi SIKMA
apabila kegiatan survei di PTA DKI Jakarta sedang tidak berlangsung, seperti gambar berikut:

© SiKMA X + v = X

<« C @ sikma.pta-jakartago.id a @ cuest

Terima Kasih untuk partisipasi Anda dalam mengisi Kuesiones

Gambar 2.11 Halaman Survei Tutup
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O NV kA WDNPRE

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.

26.

DAFTAR PERTANYAAN

Bagaimana kejelasan mengenai persyaratan pelayanan?

Bagaimana kesesuaian persyataan dengan jenis pelayanan yang diberikan?

Bagaimana kemudahan dalam memenuhi persyaratan pelayanan?

Bagaimana kejelasan alur/tahapan pelayanan?

Bagaimana kesederhanaan tahapan prosedur pelayanan?

Bagaimana kemudahan dipahaminya prosedur pelayanan?

Bagaimana ketepatan waktu proses pelayanan terhadap jangka waktu yang ditetapkan?
Bagaimana Ketepatan jadwal pelayanan sesuai dengan jadwal pelayanan vyang
ditentukan/diinformasikan?

Bagaimana hasil pembinaan dan pengawasan yang diberikan pada pelayanan Pengadilan
Tinggi Agama DKl Jakarta?

Bagaimana pendapat anda dengan hasil dari pelayanan yang telah diberikan/diterima
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan?

apakah saudara pernah mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi yang diselenggarakan oleh
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta?

Menurut Anda, bagaimana kemudahan implementasi hasil Bimbingan Teknis/ Sosialisasi
tersbut?

Apakah Bimbingan Teknis/ Sosialisasi yang diberikan telah sesuai dengan yang Anda
harapkan?

Bagaimana kemampuan pegawai/petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan?
Bagaimana kejelasan pegawai/petugas pelayanan dalam memberikann informasi/arahan/
penjelasan/pembinaan ?

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan petugas dalam memberikan pelayanan?
Bagaimana pendapat Saudara tentang keramahanpetugas dalam memberikan pelayanan?
Bagaimana pendapat Saudara tentang keadilan dalam memberikan pelayanan?

Bagaimana pendapat Saudara tentang kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan?
Bagaimana pendapat Saudara tentang kemudahan menghubungi petugas/pegawai?

Apakah Saudara mengetahui Maklumat Pelayanan/ Janji Layanan di Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta?

Bagaimana pendapat Saudara tentang pelaksana Maklumat Pelayanan/ Janji Layanan yang
telah dijanjikan oleh penyelenggara pelayanan?

Apakah Saudara pernah mengajukan pengaduan/saran/masukan?

Bagaimana penanganan terhadap pengaduan/saran/masukan yang Saudara sampaikan?
Bagaimana tindak lanjut terhadap pengaduan/saran/masukan yang Saudara sampaikan?
(sesuai dengan harapan)

Apakah biaya perkara penyelesaian perkara yang dibayarkan sesuai dengan Peraturan
Mahkamah Agung Rl Nomor 03 Tahun 20127
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Beranda

Tentang Pengadilan
Halaman Utama

Layanan Hukum
Profil Satker

Prosedur & Bantuan Hukum

Layanan Publik

Informasi/Pengaduan

Transparansi

Keterbukaan Informasi

-

> Informasi Perkara > Perkara Ekonomi Syariah

Written by kepegawaian on 26 June 2018. Hits: 9852

DATA PERKARA
EKONOMI SYARIAH

31-8- A
164/Pdt.G/2021/PTAIK mar
Putusan

21-10- Amar
191/Pdt.G/2021/PTA.JK
/ /2021/ 2021 Putusan

30-1- | A
211/Pdt.G/2021/PTA.IK mar

Putusan

23-12- | A
226/Pdt.G/2021/PTAIK mar
Putusan

]
=
]
—

2312- | A
or 233/Pdt.G/2021/PTA.JK e

Putusan
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EA Safe Money

APLIKASI PENGHAR...

Nama Pengadilan :
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Nomor Pekara :

HD Peluang Bisnis Onli...

Tanggal Putusan:
Selasa, 08 Des. 2020

Jenis Perkara :

@ Bergabung Bersam..

[ Login

@ SIMKEP (Sistem Inf...

63/Pdt.G/2021/PTAJK

@ sistem Aplikasi Pela...

& sipp-banding.mahkamahagung.go.id/perkara_detil_banding/c3dYK1lyWDhJbWJQUEpPIRVZzOE1sTUJ5djFVUKZYZVk2dWVZZFZHRER1U2kzYTd4bIRKRHRSTG1ZL3M2...

$ Sistem Informasi Ke...

Majelis Hakim :

Hakim Ketua : Drs. H. Mochammad Chanif,
S.H., M.H.

Hakim Anggota : Drs. H. U. SYIHABUDDIN,

@ Mahkamah Agung...

B e« » 0§
B (2130 belum dibaca...
Lama Proses Perkara

Status Terakhir :
Minutasi

Lama Proses :

2651/Pdt.G/2019/PA.JU Ekonomi Syariah S.H., M.H.

Hakim Anggota : Drs. TATA SUTAYUGA,
S.H..M.H.

25 Hari

Panitera Pengganti: Ratu Dhiyafah, S.H.

- Berkas | Data Um | Penetapan | Court Calendar | Jadwal Sidang | Pertimbangan Hukum | Putusan Akhir | Biaya Perkara | Riwayat Perkara _
Tanggal Putusan Akhir Selasa, 30 Mar. 2021

Status Putusan Menguatkan

E-Doc Putusan Unduh Putusan Akhir | Downi

E-Doc Putusan Anonimisasi

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima;
2. Mengusatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2651/Pdt.G/2019/PAJU., tanggal 8 Desember 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 23 Rabiu/ Akhir 1442 Hijriah;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah

s PDF

3 E-Doc] [ Upload ke DirPut]

Unduh Putusan Anonimisasi | Downlo Doc] [ Upload ke DirPut ]
Jenis File : PUTUSAN PUBLISHED

Diupload Tanggal : Selasa, 30 Mar. 2021

Keterangan : PUTUSAN TELAH DI UPLOAD [BY : APT]

Status Publikasi : PUBLISHED

Link Putusan : hi utusan.mahkamahagung.go.id/putusan/

Cetak Dokumen Putusan Pilih Dokumen Putusan .
RENLLE L W INELTENATT U Data dari Tingkat Pertama

Tanggal Pengiriman Salinan
Putusan

Status Publikasi Pada Direktori

~ ok Direktori Put
Putusan Mahakmah Agung RI [ & Cek Direktori Putusan ]

Data dari Tingkat Pertama

d Time

& > C {Y & sipp-banding.mahkamahagung.go.id/perkara detil banding/elB5TWI5WDZKYUVYMMXIrbFVjemgSTHpmTHIyZORQTEF3WKNDdURUZGAMdHZIUFBRaVgzaElejU.. @ @ = w M 0O h

EA Safe Money  [] APLIKASIPENGHAR.. MD Peluang Bisnis Onli.. @ Bergabung Bersam.. [B] Login @ SIMKEP (Sistem Inf.. @ Sistem Aplikasi Pela.. % Sistem Informasi Ke.. @) Mahkamah Agung... il (2130 belum dibaca... »

Nama Penga

Tanggal
oo a Tingkat Banding

Nama Pengadilan :
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Tanggal Putusan
Kamis, 19 Agu. 2021

190/Pdt.G/2021/PTAIK Majelis Hakim : Status Terakhir

Hakim Ketua : Drs. H. U Syihabuddin, SH, MH. Minutasi
Hakim Anggota : Drs. H. U. Wanuddi
Nomor Pekara Jenis Perkara : Hakim Anggota : Drs. Tata Sutayuga, S.H., Lama Broses :
303/Pdt.G/2021/PAIP Lain-Lain 8 Hari

Panitera Pengganti: Ratu Dhiyafah, S.H.
- Berias Court Calendar ‘ Jadwal Sigang  Pertimbangan Hukum | Putusan Akhir Perkara | Riwayat Berkara

Tanggal Putusan Akhi Kamis, 21 Oke 2021

DataUmum  Penetapan

[ # Edit Tan

Mengadili

1 pe banging Fars a
2 Menguatkan Butusan Pengzdilan Agams Jakarta Dusat Momor 303/Pat G/ 2021/PA1P tanggal 1 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sshingga berbunyi sebagai berikut
Dalam Eksepsi

1 Menerima dzn mengabulkan eksepsi Terawar;
2. Menyatakan Pars Delzwan tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan perizwanan Hak
Eksetutorial Pemiel Ctjek Lelang dalam perkara & qua

3. Menyatakan gugatan Para Pelawan Nebis 1 Jdem

Dalam Provisi

- Menyatskan gugstan provisi Bara Delzwan tidak dapat diterima;

Dalam Pokak Perkara

1 Menyatakan perizwanan Bara Pelawan fidsk dapat diterima

2. Menghukum Turuz Terlawan untuk tunduk dan mentast putusan perkara 2 qua

3. Menghukum Dars Pelawan untuk membayar bisya perkars pada tingkat pertsma sejumish Rp1505.000,00
(satu juta lima ratus lima ribu rupiah)

I Menghukum Bars Bembanding untuk membayar bisys perkara pad ingkst banding sejumish Rpl50.000,00

{seratus lims puluh ribu rupish):

Unduh Putasan Anon

Jenis File : PUTUSAN PUBLISHED

Diuplozd Tanggal : Kamis, 21 Okt. 2021

Keterangan : PUTUSAN TELAH DI UPLOAD [BY : AP]
< Cublies PUBLISHED

Lozd Ti [Memory Available: SO48MMem: age - 425MB

Status Publikasi Pada Direktori Putusan
Mahakmah Agung RT

Hak Gipta © Mahkamah Agung Repubiik Indane: Version :411



SOP PENGUMPULAN DATA
DAN PENYUSUNAN LAPORAN
EVALUASI TRIWULAN REALISASI
PERJANJIAN KINERJA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DATA DAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI
TRIWULAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA

KODE DOKUMEN : | SOP/AS/37

TGL. PEMBUATAN | : | 22 Desember 2021
TGL. REVISI Do

TGL. EFEKTIF : | 3 Januari 2022

N e L 5
AN

D™ if Mappiasse, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

DOKUMEN MASTER | v

DOKUMEN TERKENDALI : NO.SALINAN | :| — | — | —
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI

DOKUMEN KADALUARSA

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun

tanpa seijin PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA



PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Jalan Radin Intan Il Nomor 3, Duren Sawit, Jakarta Timur, 13440
Telp. (021) 86902313 Faks. (021) 86902314

Website : www.pta-jakarta.go.id Email: ptajakarta2007 @yahoo.co.id

Nomor SOP SOP/AS/37

Tanggal Pembuatan 22 Desember 2021

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif 3 Januari 2022

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

SOP PENGUMPULAN DATA DAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI TRIWULAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayaunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002
tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang Berada di
Bawahnya.

1. Memahami tenang proses penyusunan SAKIP
2. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan:

1. SOP Penyusunan SAKIP

1. Peralatan Komputer & Jaringan Internet
2. Data-data pendukung

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka laporan akuntabilitas kinerja tidak akan
sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan organisasi

Pelaksana Mutu Baku Ket
No Aktivitas Panmud Kasub Panitera Ketua Persyaratan/ Waktu Output
Hukum | Renprog Kelengkapan
1 | Menyiapkan data laporan bulanan yang Data laporan 60 Data laporan
menjadi bahan laporan realisasi Perjanjian H bulanan perkara | menit bulanan perkara
Kinerja untuk diinput dalam e-Sakip
Komdanas
2 | Mengklasifikasi dan menginput data laporan Data laporan 30 Hasil input data
bulanan ke dalam e-Sakip Komdanas — bulanan perkara | menit laporan dalam
L e-Sakip Komdanas
3 | Memeriksa dan menelaah laporan bulanan M e-Sakip 15 Laporan bulanan
realisasi Perjanjian Kinerja yang telah | — Komdanas menit Perjanjian Kinerja
diinput dalam e-Sakip Komdanas L
4 | Menyiapkan dan menyusun laporan - Laporan 60 Konsep laporan
triwulanan realisasi Perjanjian Kinerja — bulanan menit triwulanan realisasi
tidak Perjanjian Perjanjian Kinerja
Kinerja
5 | Memeriksa dan menelaah laporan triwulanan \ﬂ, Konsep laporan 30 Konsep laporan
realisasi Perjanjian Kinerja < triwulanan menit triwulanan realisasi
N tidak realisasi Perjanjian Kinerja
Perjanjian yang sudah
Kinerja diperiksa
6 | Meneliti dan menandatangani laporan ya Konsep laporan 15 Laporan triwulanan
evaluasi triwulanan realiasi Perjanjian A\ triwulanan menit realisasi Perjanjian
Kinerja realisasi Kinerja
Perjanjian
Kinerja yang
sudah diperiksa
7 | Menyimpan laporan evaluasi triwulan untuk ‘ % laporan 5 menit Arsip laporan
dijadikan bahan laporan LKjIP triwulanan triwulanan realisasi
realisasi Perjanjian Kinerja
Perjanjian
Kinerja
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TINDAK LANJUT
HASIL EVALUASI SAKIP
TAHUN 2020



RENCANA AKSI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TAHUN 2020

WAKTU
CATATAN HASIL EVALUASI TINDAK LANJUT PENYELESAIAN
1 | Pada kualitas Renstra, tujuan dan sasaran belum sepenuhnya berorientasi | RENSTRA sudah menyajikan IKU dan Februari 2022
pada hasil, Renstra belum sepenuhnya menyajikan IKU yang menjelaskan IKU dimaksud, RENSTRA sudah
menjelaskan atas IKU dimaksud, indikator kinerja tujuan dan sasaran disesuaikan dengan RENSTRA Mahkamah Agung

belum sepenuhnya memenuhi Kriteria indikator kinerja yang baik, target
kinerja belum ditetapkan dengan baik, serta dokumen Renstra belum
sepenuhnya selaras dengan dokumen RPJIMN/dokumen Renstra
atasannya

2 | Pada implementasi Renstra, dokumen Renstra belum sepenuhnya RENSTRA sudah direviu setiap tahun Februari 2022
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan
tahunan dan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran serta
Renstra belum direviu secara berkala

3 | Pada kualitas perencanaa kinerja tahunan, sasaran belum sepenuhnya Sudah dilakukan upaya pencapaian sasaran dan Februari 2022
berorientasi hasil, target dalam dokumen RKT belum memuat cara untuk | target kinerja dengan baik sesuai perencanaan
mencapai sasaran, dan target kinerja belum sepenuhnya ditetapkan
dengan baik

4 | Dokumen RKT belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan untuk Penyampaian PK dan RKT Tahun 2021 akan Februari 2022
menyusun Perjanjian Kinerja (PK), RKT unit kerja/satker dibawahnya melampirkan minimal 2 satker
dan anggaran (RKA)
5 | Dokumen PK belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara Upaya monitoring dilakukan dalam satu bulan Minggu kedua dan Minggu
berkala, belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahan dan sekali, program berikutnya akan dilaksanakan keempat setiap bulan
pengorganisasian kegiatan serta target kinerja yang diperjanjikan belum | setiap dua kali dalam satu bulan
sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan satker

1 | Terdapat Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran kinerja secara formal, | Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja Desember 2022
namun belum sepenuhnya memuat mekanisme pengumpulan data berupa SOP
kinerja

2 | Pada kualitas pengukuran, IKU belum sepenuhnya diukur secara IKU akan diukur secara obyektif, menggambarkan Februari 2022
obyektif, menggambarkan hasil dan belum sepenuhnya diukur hasil dan diukur realisasinya
realisasinya

3 | IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan | Akan memanfaatkan IKU dalam dokumen Februari 2022




penganggaran, serta belum sepenuhnya direviu secara berkala

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP) telah disusun dan telah
disampaikan tepat waktu, namun belum sepenuhnya menyajikan
evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja

perencanaan dan penganggaran dan IKU akan
direviu setiap tahun dan sesuai pada Komdanas
MARI

Pada laporan LK;jIP sudah diupayakan menyajikan
evaluasi dan analisis mengenai capaian Kinerja
keberhasilan, dan adapun upaya-upaya yang telah
dilakukan jika target belum tercapai segera
dilaksanakan

Februari 2022

Pada pemanfaatan informasi kinerja, informasi yang disajikan belum
digunakan dalam perbaikan perencanaan serta perbaikan pelaksanaan
program dan kegiatan organisasi

Dalam penyusunan perencanaan program dan
kegiatan organisasi sudah memanfaatkan informasi
Kinerja

Februari 2022

Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja dibawahnya dilakukan, Sudah dilaksanakan evaluasi dan supervisi dengan Desember 2021
namun pelaksanaan evaluasi belum disupervisi dengan baik dan belum baik dan menggambarkan akuntabilitas Kinerja yang

menggambarkan akuntabilitas kinerja yang dievaluasi dievaluasi

Hasil evaluasi akuntabilitas belum ditindaklanjuti untuk perbaikan Evaluasi SAKIP tahun 2020 sudah ditindaklanjuti Desember 2021

penerapan manajemen kinerja dan mengukur keberhasilan unit kerja

Target output telah dapat dicapai, namun capaian kinerja output belum
sepenuhnya lebih baik dari tahun sebelumnya dan informasi kinerja
belum sepenuhnya dapat diandalkan

Akan memperbaiki informasi kinerja dengan
menjelaskan sumber data yang dipakai

Februari 2022

Target outcome belum sepenuhnya dapat dicapai, capaian kinerja
outcome belum sepenuhnya lebih baik dari tahun sebelumnya dan
informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan

Akan meningkatkan capaian kinerja melalui
monitoring dan evaluasi secara berkala agar kinerja
lebih baik dari tahun sebelumnya

Minggu kedua dan Minggu
keempat setiap bulan

Jakarta, 22 Desember 2021
Ketua SATGAS SAKIP

/e

s Muhammad Yamin, M.H.

NIP. 19600519 198603 1 005




SK TIM PENYUSUN LKJIP
PTA DKI JAKARTA
TAHUN 2021



SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

NOMOR : W9-A/3288/0T.01.2/12/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

Menimbang

Mengingat

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang
perlu untuk menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta;

b. bahwa mereka yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam

daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk
melaksanakan tugas dalam tim dimaksud.

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung; :

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2015-2019;

. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;

. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung;

. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung;

. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan.



Memperhatikan

MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal
Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI
JAKARTA TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021 PENGADILAN
TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Menunjuk yang namanya tersebut dalam Lampiran surat
keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2021.

Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran surat
keputusan ini untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Tim tersebut bertugas sejak ditetapkan keputusan ini dan
berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Pengadilan Tinggi
Agama DKI Jakarta

Keputusan ini-mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

pkan di : Jakarta
Xanggal : 27 Desember 2021




Lampiran Surat KeputusanKetuaPengadilanTinggi Agama Jakarta

Nomor : W9-A/3288/0T.01.1/12/2021
Tanggal : 27 Desember 2021
TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

No NAMA / NIP JABATAN JABATAN KET
DALAM DINAS DALAM TIM

& = e e g VR

1 Dr. Drs. H. Endang Ali Ma'Sum, S.H., M.H. Wakil Ketua Penanggung
NIP. 195809041984031003 Jawab

2 | Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H Panit Ketua Tim
NIP. 19600519.198603.1.005 B

3 UNA MUNASIR FATAH, ST, MM Kepala Bagian Umum Wakil Ketua Tim
NIP. 19721129 200604 1 001 Dan Keuangan

4 WAHIDA MUSLIHAH, S.Sos.M.M. Kepala Bagian Sekretaris
NIP. 197803272002122001 Perencanaan Dan

Kepegawaian

4 | RATU DHIYAFAH, SH Panitera Muda Hukum Anggota
19660909 199002 2 004

5 | ADAY, S.Ag., M.H. Panitera Muda Banding Anggota
NIP. 19740605 199903 1 003

6 | YULITA FITRI HARTATY, SE Kepala Sub Bagian Anggota
NIP. 19830722 200904 2 007 Rencana Program dan

Anggaran

7 SUDARMAN, S.Ag., M.H. Kepala Sub Bag. Anggota
NIP. 197503212002121003 Keuangan dan Pelaporan

8 | ADRI SYARIFUDDIN SULAIMAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti Anggota
NIP. 197402021993031001

9 EMBAY BAITUNAH, S.Ag., M.H. Panitera Pengganti Anggota
NIP. 197304231996032001

10 | ASIS HIDAYANTI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Anggota
NIP. 196706301994032002

11 | ADE IRMA SURYANI, A. Md Penyusun Rencana Anggota
NIP. 19820514 200904 2 002 Kegiatan dan Anggaran,

Sub Bagian Rencana
Program Dan Anggaran
12 | DINI MUTHIA UTAMI, S.Kom CPNS Pranata Komputer Anggota

19910724.202012.2.007




PENGHARGAAN
TAHUN 2021



Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 531/DjA.3/HM.00/2/2022
Tanggal : 09 Feberuari 2022

PENETAPAN HASIL ASSESSMENT
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN AGAMA TAHUN 2021

TAHAPAN
SATUAN KERJA KELAS ASESMEN PREDIKAT
X PTA JAKARTA - Surveilance 3 AFF*
1 | PA. JAKARTA BARAT 1A Penilaian Ulang/ AR
Re-Akreditasi
2 | PA. JAKARTA PUSAT A Surveilance 3 A
3 | PA. JAKARTA SELATAN 1A Penilaian Ulang/ AR
Re-Akreditasi
Penilaian Ulang/ -
4 | PA. JAKARTA TIMUR 1A D A
5 | PA. JAKARTA UTARA 1A Penilaian Ulang/ AR
Re-Akreditasi

*catatan :
1. Predikat A* = 70.00-79.99
2. Predikat A** = 80.00-89.99
3. Predikat A*** = diatas 90.00



GADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
APORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
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